
Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
No. SK :

Persyaratan

1. 1. Persyaratan administrasi a. Permohonan rekomendasi penerbitan izin menddirikan bangunan 

dalam pemanfaatan ruwasja diajukan secara tertulis oleh Pemerintah daerah/Kabupaten.Kota kepada 

Kepala Badan.

2. 2. Permohonan rekomenasi dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi : a. Gambar situasi 

bangunan b. Jenis peruntukan bangunan c. Rencana Jalan akses d. Rencana sistem drainase

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
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1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sumatera Barat
Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341 

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 08:20. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

http://dpmptsp.sumbarprov.go.id
https://sippn.menpan.go.id
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8027337/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-provinsi-sumatera-barat/rekomendasi-penggunaan-ruang-pengawasan-jalan


Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
12 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 
Sumatera Barat
Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341 

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
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